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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 

tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima 

dilaksanakan melalui kegiatan penertiban dan pengawasan di lapangan 

oleh aparat yang berwenang. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara 

bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan karakteristik masing-

masing lokasi, sehingga penertiban tidak diterapkan secara seragam. 

Dalam praktiknya, implementasi peraturan daerah tersebut melibatkan 

berbagai perangkat daerah melalui koordinasi lintas instansi, baik dalam 

bentuk pengawasan, penegakan aturan, maupun pembinaan terhadap 

pedagang kaki lima. Namun demikian, hasil implementasi menunjukkan 

bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala sehingga 

tingkat ketertiban pedagang kaki lima belum sepenuhnya tercapai secara 

optimal. 

2. Berbagai kendala masih dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang, baik 

yang bersumber dari berbagai faktor.Terutama berkaitan dengan 

rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pedagang kaki lima, kondisi 

sosial ekonomi pedagang, serta karakteristik lokasi yang memiliki 

tingkat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi. 

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 

2025 terkait pedagang kaki lima dilaksanakan melalui pendekatan 

bertahap dan terpadu. Pemerintah daerah mengedepankan tindakan non-
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yustisi berupa sosialisasi, pembinaan, dan pemberian peringatan kepada 

pedagang kaki lima sebagai langkah awal untuk meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Apabila 

upaya tersebut tidak diindahkan, pemerintah selanjutnya menerapkan 

tindakan yustisi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran 

yang berulang. Selain itu, upaya penertiban juga didukung oleh 

koordinasi lintas instansi terkait agar pelaksanaannya tidak hanya 

berorientasi pada ketertiban umum, tetapi juga mempertimbangkan 

aspek sosial dan ekonomi pedagang kaki lima. 

B. Saran  

Dengan harapan Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP agar dapat 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2025 

Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkait pedagang kaki lima di 

Kota Padang. Berikut beberapa saran yang bisa diberikan peneliti 

diantaranya:  

1. Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP dapat  meningkatkan 

konsistensi pengawasan dan penertiban di lapangan agar ketertiban yang 

telah tercipta tidak bersifat sementara. 

2. Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat koordinasi dengan Satpol 

PP agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif dan tidak tumpang 

tindih. 

3. Mengoptimalkan upaya pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang 

kaki lima serta menyediakan alternatif lokasi usaha yang layak dan 

strategis, sehingga kebijakan penertiban tidak hanya berorientasi pada 
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penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi 

pedagang. 
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